BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasakan hasil penelitian yang dilakukan penulis dapat disimpulkan

sebagai berikut:

1.

Peran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dalam
menanggulangi tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal. Dalam
menanggulangi tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal Dinas Kelautan
dan Perikanan melakukan upaya preventif dan upaya represif. Pada upaya
preventif DKP Provinsi Sumatera Barat melakukan sosialisasi, penggantian
alat tangkap yang tidak ramah lingkungan ke alat tangkap yang ramah
lingkungan dan partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam pengawasan
sumber daya kelautan dan perikanan. Upaya represif dengan menggunakan
instrument hukum pidana dengan melakukan patrol pengawasan sumber daya
kelautan dan perikanan dengan melakukan penegakan hukum.

Kendala yang dihadapi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat
dalam menanggulangi tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal adalah
kendala internal seperti keterbatasan sumber daya manusia serta sarana
prasarana Dinas Kelautan dan Perikanan, efisiensi anggaran yang dilakukan
oleh pemerintah, dan rumitnya regulasi yang ada. Kendala eksternalnya terdiri
dari kurangnya kesadaran hukum nelayan terhadap regulasi yang ada dan
ketergantungan terhadap alat tangkap ilegal seperti trawl, lampara dasar, pukat

osoh atau pukat harimau.
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B. Saran

1.

Kepada masyarakat diharapkan meningkatan kesadaran dan pemahaman
melalui sosialisasi hukum terkait regulasi yang ada dan optimalisasi peran
masyarakat dalam melakukan pengawasan sumber daya kelautan dan
perikanan dalam membantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera
Barat dalam menanggulangi tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal.
Kepada nelayan diharapkan dalam melakukan penangkapan ikan diharapkan
menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan melalui sosialisasi, agar
sumber daya kelautan dan perikanan tetap terjaga.

Kepada pembudidaya perikanan laut dalam menjaga sumber daya kelautan dan
perikanan diharapkan menggunakan alat dan bahan yang ramah lingkungan
melalui sosialisasi dalam melakukan pembudidayaan perikanan.

Kepada pemerintah diharapkan melakukan peningkatan dukungan anggaran
untuk kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, peningkatan
sumber daya manusia serta sarana prasarana dalam mendukung kegiatan
pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan diharapkan agar ada
turunan regulasi terhadap KUHAP No 20 Tahun 2025 bagi Dinas Kelautan dan
Perikanan agar penyidikan dapat dilakukan seperti biasa dengan koordinasi
dengan kejaksaan tanpa harus koordinasi dengan Koordinator Pengawas Polda

Sumatera Barat (KORWAS).
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